BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Yang di Tempuh Pemerintah

PKL adalah pedagang kecil yang berjualan di pinggir-pinggir jalan raya
seperti tootoar, pekerangan, taman-taman, emper-emper toko bahkan rumah
penduduk tanpa ijin usaha dari pemerintah dengan menggunakan alat atau
sarana yang mudah dibongkar pasang. Begitu banyak para PKL yang sering
kita jumpai diberbagai tempat. Pemandangan ini sudah tidak asing lagi tuk
penduduk kota-kota besar dan seperti yang kita lihat pada kota Surabaya ini.
Dengan pemandangan seperti ini pemerintah kota (pemkot) Surabaya kembali
melakukan berbagai operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL)
yang hingga kini masih tetap memadati sudut-sudut kota Surabaya.

Ruas-ruas jalan protokol yang dinyatakan bersih dari PKL, ternyata tidak
seratus persen bebas dari PKL. Bahkan ada indikasi mereka (PKL) sepertinya
mencoba bermain petak umpet dengan aparat penertiban. Pada saat operasi
penertiban dilakukan memang PKL seakan menghilang, tetapi, ketika operasi
mulai kendur, maka jalan-jalan yang pernah dilakukan operasi penertiban pun
kembali ditempati dengan berbagai barang-barang dagangan mereka. Seperti
pada berapa jalan di daerah Surabaya, daerah rumah sakit karang menjangan,
daerah seputar Semolowaru dan gembong. Kapasari kini kembali ditempati
oleh para PKL, bahkan sebagian trotoar sudah dipasang pot-pot besar. Hal

tersebut dilakukan agar mencegah para PKL kembali dan menjajahkan
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dagangannya diatas trotoar, malah sebagian PKL berjualan di pinggir-pinggir
jalan sehingga makin menganggu arus lalu lintas.

Dimata Pemkot Surabaya, khususnya aparat penegak hukum, mungkin
benar bahwa keberadaan sektor informal acapkali dinilai selalu melanggar
hukum dan menjadikan kota terlihat kumuh. Tetapi, untuk menata sektor
informal dan mengatur agar kehadiran kaum urban tidak membuat kota makin
semrawut, maka yang dibutuhkan adalah sebuah kebijakan komperehensif
yang menyentuh dan bukan melakukan tindakan yang sama sekali tidak
menyelesaikan masalah.

Mengembangkan kebijakan pintu tertutup bagi urban untuk tujuan
membersihkan PKL dan menyita barang dagangan mereka, membongkar paksa
pemukiman liar dan sejenisnya pada dasarnya adalah program penataan kota
yang sifatnya parsial dan cenderung hanya memotong jalan karena sikap yang
tidak sabar. Selama ini diakui atau tidak, kebijakan yang dikembangkan
Pemkot Surabaya dalam menertibkan PKL cenderung parsial, dan
diskriminatif.

Dikatakan parsial karena kegiatan penertiban yang dilakukan hanya
menyentuh aspek kulitnya saja, yakni sekedar menyingkirkan orang-orang
miskin dari wilayah kota tanpa adanya penanganan yang menyentuh akar
permasalahan, dikatakan diskriminatif karena obyek penertiban hanya terfokus
pada kelompok pinggiran, sementara kekuatan komersial yang juga sama-sama
melanggar tata tertib kota seolah-olah tidak tersentuh. Misalnya pabrik yang

berada di wilayah stren kali dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
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yang menempati lajur hijau kota, dan bangunan-bangunan komersial yang
melanggar garis sepadan.

Dalam berbagai kebijakan dan operasi penertiban yang dilaksanakan
Pemkot Surabaya, ada kesan kuat bahwa keberadaan PKL dan kaum urban
miskin pada umumnya lebih banyak diposisikan sebagai “terdakwa’ dan bukan
dianggap sebagai korban dari bentuk pembangunan wilayah yang sentralistik

dan akhirnya melahirkan kesenjangan antara desa dan kota.

. Pembinaan (Pemberdayaan) pedagang kaki lima

Dalam usaha meningkatkan citra kota Surabaya sebagai kota bersih,
indah tertib dan nyaman maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah
tentang penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Untuk
mencapai maksud diatas, pemerintah daerah perlu menata dan membina para
pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat kota Surabaya yang melakukan
usaha perdagangan di sektor informal sebagai pedagang kaki lima yang perlu
mendapatkan pemberdayaan atau pembinaan pemerintah daerah.

Menurut peraturan daerah kota madya Surabaya (PERDA) No. 17 tahun
2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL disebutkan bahwa;
a) Bimbingan dan penyuluhan tentang manajemen usaha perdagangan
b) Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi atau

pedagang yang lain.
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c) Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan dalam
berdagang
d) Peningkatan kualitas alat peraga atau sarana yang digunakan oleh PKL.’

Usaha pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilaksanakan
oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan
dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

Di Surabaya khususnya di kawasan Gembong-Kapasan terdapat banyak
sekali pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan raya tersebut.
Berbagai macam dagangan dijual seperti alat-alat bangunan, elektronik, baju,
makanan, dan tidak ketinggalan alat-alat rumah tangga. Disamping harganya
murah mutunya juga tidak kalah dengan barang-barang yang dibeli di toko-
toko besar. Sayangnya keberadaan PKL dikawasan tersebut justru menjadi
bumerang bagi pemerintah kota. Seperti juga yang terdapat di lokasi yang lain
seperti keberadaan PKL di kawasan Kapasari, keberadaan mereka
menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet total, selain
menimbulkan kemacetan kawasan tersebut menjadi kotor dan kumuh akibat
sampah yang ditimbulkan oleh para PKL.

Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pedagang kaki lima itu
primitif, negatif, kumuh, merusak lingkungan, merusak pemandangan, tidak
tertib, rawan kriminalis, dan lain sebagainya. Namun disisi lain pedang kaki
lima bisa memberikan kontribusi dalam rangka pemberdayaan ekonomi

masyarakat, atas dasar itulah pemerintah kota berusaha untuk menghilangkan

" PERDA No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL
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image negatif tersebut dengan menjalin kemitraan dalam menangani masalah
pedagang kaki lima.

Dari sisi negatif banyak yang mengatakan pedang kaki lima menjadikan
“kesemrawutan” (tidak tertib), karena banyak aset publik seperti trotoar atau
badan jalan yang bukan untuk pedagang kaki lima, tetapi dipakai untuk
berdagang. Lepas dari itu, umumnya kegiatan para pedagang kaki lima juga
kurang peduli terhadap lingkungan sehingga menciptakan kekumuhan maupun
potensi banjir. Oleh karenanya mereka perlu mendapatkan suatu pembinaan
oleh pemerintah kota, khususnya yang dilakukan oleh kantor pengelolahan
pedagang kaki lima. Selain itu masih ada pedagang yang menjadikan tempat
usahanya sekaligus sebagai tempat tinggal. Kalau hal ini dibiarkan banyak
fasilitas pemerintah tidak berfungsi, karena dipakai oleh pedagang kaki lima
tapi disisi lain pedagang kaki lima yang terus saja bertambah juga harus
mendapatkan perhatian yang serius, mereka (PKL) tidak bisa dibiarkan, tetapi
keberadaan mereka seharusnya diberdayakan.

Inilah yang menjadi tantangan ke depan khususnya bagi pejabat
pemerintah kota Surabaya, khususnya yang membidangi masalah pengelolaan
pedagang kaki lima.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka penataan
dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan sekaligus untuk mewujudkan kota
yang tertib, bersih, sehat, rapi dan idnah maka pemerintah perlu meninjau dan
mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam

peraturan daerah kota madya tingkat II Surabaya No. 10 tahun 1987 tentang
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pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima dikota madya
daerah tingka II Surabaya.®

Dalam suatu kesempatan yang lain, ibu Suharno mengatakan bahwa “ini
barang kali memang ada benarnya, karena kondisi yang sangat timpang ini
memang sebuah kenyataan sosial yang ada diperkotaan”. Di satu sisi
pengusaha besar dapat menikmati kemudahan-kemudahan dari berbagai pihak,
baik kemudahan dari pemerintah kota yang berupa kemudahan untuk
memperoleh fasilitas tempat maupun kemudahan dari dunia perbankan untuk
memperoleh fasilitas pendanaan dalam rangka memperluas usahanya.
Sementara bagi pedagang kaki lima seperti itu selama ini mereka sulit untuk
mendapatkannya’.

Tanpaknya kecemburuan sosial tidak dapat dielakkan, majikan dan
pengusaha kaya meraup bagian terbesar dari peredaran uang, sementara
masyarakat kecil hanya dapat melihat dan tidak dapat berbuat banyak, lantaran
tidak mempunyai sumber daya baik sumber manusia maupun sumber daya
materiilnya.

Dari pengakuan salah seorang pedagang yang menempati kios semi
parmanen di kawasan perak yaitu Bapak Usman (52) salah seorang pedang
sembako mengatakan; “Saya disini sudah kurang lebih tiga tahun, tetapi kios
saya masih seperti ini (semipearmanen). Ketika itu saya didaftar,. Dulu saya
membayar Rp. 500.000 untuk lima tahun, seterusnya setiap hari ditarik karcis

sebesar Rp. 500,- saya tidak tahu kalau besok-besok saya juga kena

¥ PERDA No. 10 tahun 1987 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL.



30

penggusuran, karena ada tiga toko di sebelah tempat saya dan sudah dibongkar
karena telah dibuat pangkalan untuk kontener. Kalaupun kami harus di gusur
mau gimana lagi'.

Masih diperlukan ketertiban banyak pihak yang mau peduli terhadap
persoalan pedagang kaki lima ini. Memang mengatasi persoalan pedagang kaki
lima di kota yang teramat kompleks seperti di kota Surabaya ini tidaklah
mudah. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, dibutuhkan banyak waktu dan
dibutuhkan banyak biaya agar tidak menimbulkan kecemburusan sosial antara
sesama perdagangan kaki lima.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Mutiah (49) salah seorang pedagang

nasi di daerah Semolo Waru 45 mengatakan;
“Sebenarnya saya tetap lebih senang ketika masih berada di sebelah utara
kampus Untag / tempat yang lama, sebab ketika masih disana lebih banyak
yang membeli karena tempatnya yang strategis dan banyak disinggahi orang-
orang tetapi mau gimana lagi sudah disuruh pindah dari tempat itu akhirnya
saya nurut saja' .

Dari apa yang telah dikatakan tadi, hendaknya pemerintah kota Surabaya
bukan saja meminta haknya, seperti retribusi, tetapi sudah seharusnya juga
melaksanakan kewajiban mereka untuk membina pedagang dan menyediakan
fasilitas sebagai mana yang tertuang dalam ketentuan yang sudah ada. Sebab
apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Surabaya selama ini,

khususnya satpol PP tampaknya hanya sekedar main garuk. Padahal yang lebih

? Suharno, Wawancara tanggal 17 Agustus 2007
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penting adalah mensosialisasikan perada yang ada tentang Pedagang Kaki
Lima itu terlebih dahulu sebelum ada penertiban. Demikian juga bagi
Pedagang Kaki Lima, dia harus memenuhi kewajibannya tetapi juga harus

menerima hak-hak yang harusnya diperoleh.

. Pola Pemahaman Formalisasi Terhadap PKL

Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang formalisasi, khususnya
because motives atau motif sebab, mereka mau diformalkan adalah pertama.
Selama 1ini sering digusur-gusur, karena selama mereka masih menjadi
Pedagang Kaki Lima akan tetapi kena pernertiban dan beresiko terhadap
kelangsungan usahanya. Belum lagi mereka harus berpindah-pindah tempat
untuk menghindari petugas penertiban, bahkan bisa jadi mereka harus
merelakan dagangannya diangkut dan dibawa oleh mobil petugas. Kedua-
duanya adalah perlakuan diskriminatif, alasan lain mereka mau diformalkan
yaitu adanya sikap diskriminatif terhadap keberadaan mereka. Karena yang
dirasakan selama ini bahwa telah terjadi ketidak adilan dan adanya perlakuan
yang berbeda. Perlakuan yang berbeda tersebut tampak pada kebijakan yang
selama ini selalu berpihak pada mereka yang bermodal kuat. Ketiga;
terbatasnya pendapatan dan keuntungan, yaitu yang dirasakan selama ini
bahwa pendapatan dan keuntungan yang diperoleh sangat terbatas, sementara

kebutuhan yang harus dipenuhi semakin meningkat. Bila terus menerus

' Usman, Wawancara tanggal 31 Juni 2007
! Mutiah, Wawancara tanggal 1 Agustus 2007
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menjadi pedagang kaki lima, maka jangankan berharap untuk meningkatkan
penghasilan, dapat bertahan hidup saja sudah bagus.

Jika dilihat dari sisi motif adalah, pertama; agar mereka mendapatkan
kepastian tempat yang relatif permanen, karena dengan diperolehnya kepastian
tempat usaha, mereka sudah tidak lagi dipusingkan dengan adanya
penggusuran dimana perasaan semacam itu selama ini selalu meliputi
kehidupan mereka, kedua; adanya perlakuan yang adil, artinya dengan
formalisasi tidak lagi adanya sifat diskriminatif sebab yang diinginkan oleh
para Pedagang Kaki Lima adalah adanya keadilan didalam berusaha serta
memperoleh akses dari pemerintah kota, dan seterusnya. Ketiga; diperolehnya
kesejahteraan dalam meningkatkan penghasilan, artinya dengan formalisasi
kesejahteraan dapat meningkatkan, mereka menginginkan adanya keniakan
pendapatan atau keuntungan yang lebih banyak dengan tujuan agar tingkat
ekonomi mereka lebih baik.

Formalisasi tidak akan memiliki makna apa-apa bila hanya sekedar
pindah tempat secara fisik. Yang diinginkan mereka dari formalisasi ini adalah
adanya kenaikan pendapatan, bukan sekedar mendapat tempat yang permanen.
Buat apa tempat yang permanen kalau harus kena pajak tinggi, sehingga
memberatkan dan pada akhirnya tidak memberikan adanya peningkatan
pendapatan. Kalau tidak ada peningkatan pendapatan, mereka lebih baik tetap
menjadi pedagang kaki lima saja, yang harus tidak membayar pajak, sehingga
pendapatan mereka lebih tinggi dan roda perekonomian rumah tangga tetap

berputar.
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D. Pemahaman Konsumen Terhadap Formalisasi PKL

Dari beberapa penuturan konsumen yang membeli di toko swalayan DTC
Surabaya menunjukkan bahwa formalisis pedagang kaki lima, khususnya yang
menempati kios bawah belum optimal. Mestinya formalisasi tidak sekedar
dibawah ke “dalam”, tetapi seharusnya diberdayakan agar keberadaannya di
tempat itu dapat lebih nyaman dan bebas untuk mengembangkan bisnisnya.
Pejabat pemerintah kota dapat memberikan keringanan sewa tempat, bagi
pengusaha toko swalayan dapat memberdayakan mereka dengan memberikan
diskon harga, agar pedagang dapat menjual barang yang sama dengan harga
yang sama pula.

Bagaimana konsumen akan lebih bebas dan leluasa untuk menentukan
pilihan-pilihannya, apakah akan menjatuhkan pilihannya membeli ke toko
swalayan atau para pedagang sepenuhnya memilih sesuai keinginan mereka.
Mekanisme pasar yang seperti inilah yang seharusnya diberlakukan, artinya
segala sesuatunya menyangkut proses marketing sepenuhnya diserahkan pada
pasar. Dengan demikian interelasi antara pengusaha toko swalayan, pedang dan
konsumen akan saling menguntungkan. Artinya, konsumen mau membeli
kepada toko swalayan atau kepada pedagang semuanya terserah kepada
konsumen yang bersangkutan, sudah tentu dengan pertimbangan-pertimbangan

. . . .12
rasionalis dan bisnis “.

'2 Wawancara tanggal 2 September 2007
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E. Pemahaman Pejabat Pemerintah Kota

Bagi pejabat pemerintah kota formalisasi dipahami secara because
motive yaitu bahwa pedagang kaki lima selama ini dianggap, pertama; tidak
tertip atau semrawut. Keberadaan mereka bukan saja telah mengganggu
pemandangan kota, tetapi sudah tidak lagi menaati hukum dan peraturan yang
telah di buat. Mereka dengan seenaknya menggunakan tempat-tempat umum
yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk berjualan. Kondisi ini cukup
meresahkan banyak pihak, bukan saja kepada pemerintah kota tetapi juga
terhadap masyarakat banyak, mereka merasa dirugikan oleh keberadaan para
PKL. Kedua; adanya retribusi yang kecil keberadaannya tidak memberikan
sumbangan berarti bagi pendapatan asli darah (PAD) padahal keberadaannya
menimbulkan dan pak yang besar terhadap kondisi kota. Ketiga: kecemburuan
sosial, mereka para pedagang kaki lima ini mempunyai rasa kecemburuan yang
sangat tinggi khususnya kepada pengusaha swalayan yang merasa lebih
diperhatikan oleh pemerintah kota.

Pemerintah kota memahami formalisasi ini sebagai, pertama; kondisi
tertib, artinya dengan formalisasi supaya mereka lebih tertib karena sudah
memiliki kos atau sudah masuk kedalam tokoh swalayan. Jadi dengan
formalisasi ini tidak ada alasan lagi untuk tidak tertib. Mereka harus mentaati
peraturan dan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah kota. Intinya dengan
formalisasi tujuannya adalah adanya penegakan hukum dan peraturan. Kedua:
diperolehnya pajak, artinya dengan formalisasi ini pemerintah kota dapat

menarik pajak sebagaimana mestinya, yang berarti akan memperoleh
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pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar. Memperoleh pendapatan asli
darah (PAD) dari sektor ekonomi informal ini sangat penting, apalagi disaat
otonomi daerah sudah diberlakukan. Jadi, dengan formalisasi pedagang kaki
lima ini tujuan utamanya bagi pemerintah kota adalah menignatkkan pajak
aygn apda gilirannya akan menignaktkan pendapatan asli darah (PAD) ketiga:
keadilan sosial, artinya dengan formalisasi pedagang kaki lima ini pemerintah
kota menginginkan untuk memutus rasa kecemburuan sosial yang amat besar,
terutama yang ditunjukkan kepada pengusaha toko swalayan. Walaupun alasan
itu bisa saja tanpa kesadaran tentang sumber kecemburuan itu sendiri, itu bisa
saja terjadi dikarenakan selama ini mereka menganggap bahwa pihak
pemerintah kota lebih berpihak kepada pengusaha dari pada kepada pedagang
kaki lima, khususnya dalam hal tempat usaha yang lebih strategis. Oleh karena
itu tujuan dari formalisasi ini bagi pemerintah kota adalah realisasi adanya
keadilan sosial bagi pedagang kaki lima.

Pada akhirnya dengan fromalisasi ini diharapkan mendapatkan respon
yang positif dari mereka, sehingga mereka menerbitkan dukungan kepada
pemerintah kota. Tetapi karena tujuan akhir dari formalisasi adalah untuk
mendapatkan pajak yang lebih besar.

Interelasi antara pedagang kaki lima dengan pejabat pemerintah yang
terjadi memperlihatkan antara mereka yang harus melayani dan mereka yang
berhak mendapatkan pelayanan. Artinya bahwa interelasi itu terjadi akibat
adanya hak dan kewajiban antara masyarakat dan pejabat pemerintah.

Pedagang kaki lima mempunyai hak untuk memperoleh tempat pekerjaan yang
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layak, dan pejabat pemerintah kota mempunyai kewajiban untuk menyediakan
fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pedagang, baru dari
interelasi yang lebih luas dalam karangkan tanggungjawab bersama
membangun kota Surabaya, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama
masyarakat termasuk Pedagang Kaki Lima.

Bahkan dapat dikatakan interelasi yang dijalin sebenarnya masih dalam
rangka interelasi yang saling menguntungkan baik menguntungkan secara
ekonomi, maupun menguntungkan secara sosial. Hal ini dapat dijelaskan,
ketika formalisasi dilakukan oleh pemerintah kota dengan membuatkan kios
maka terdapat dua hal pokok yang meski diperhitungkan secara ekonomi : (1)
pihak Pedagang Kaki Lima diuntungkan karena mendapatkan kepastian tempat
untuk berusaha, (2) pihak pejabat pemerintah kota diuntungkan karena dengan
formalisasi dapat mengambil pajak yang lebih besar.

Pajak besar inilah tujuan utama dari pemerintah kota, sedangkan
keuntungan secara sosial dari relasi ini adalah, mereka saling dapat
memanfaatkan formalisasi ini sebagai media untuk selain bertukar pikiran dan
bersambung rasa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pedagang yang telah memiliki

Kios yaitu Bapak Marso (38 tahun) mengatakan:

“sekarang saya mengerti apa yang diamati oleh bapak-bapak Pemkot itu,

setelah saya memperoleh kios ini. kemauan beliau baik juga, maunya

bapak-bapak yang ada di Pemkot agar saya dan teman-teman ini ditata

agar keliatan rapi, sebab kalau seperti yang dulu memang seringnya kami
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ini dijadikan sasaran penggusuran ternyata setelah menghuni kios enak

juga, walau harus membayar pajak, membayar pajak yang besar inilah

sebenarnya kami keberatan. Tetapi mau bagaimana lagi, yang lebih

penting sekarang saya dan teman-teman tidak lagi takut dengan beliau-

beliau itu. Bahkan sekarang kami sangat akrab ngobrol ngalor-ngidul

13

Dari pengungkapan Pak Marso tersebut, maka hal itu mengisyaratkan
bahwa telah terjadi relasi yang cukup baik, antara pedagang dengan pejabat
pemerintah kota, para pedagang dapat memahami apa yang menjadi kehendak
pejabat pemerintah, dan sebaliknya pejabat pemerintah juga cukup adaptif
dengan pedagang. Tetapi dari sikap adaptif tadi ternyata tetap saja ekspoltatif,
karena pemerintah kota tetap mengambil keuntungan dari formalisasi ini yang
berwujud pengenaan pajak.

Sudah barang tentu interelasi ini juga dapat menimbulkan konflik apabila
di dalam perjalannya terjadi penyimpangan-penyimpangan kesepakatan yang
telah dibuat. Oleh karenanya buat kualitas relasi ini menjadi amat penting.
Sebab potensi konflik antara Pedagang Kaki Lima dan pejabat pemerintah kota
dapat saja timbul setiap saat, apalagi kalau ada pemicu dan penggerakannya.
Dalam hal ini kewaspadaan memang menjadi penting agar ketenangan
berusaha bagi pedagang suasananya tetap kondusif. Sudah barang tentu
pemerintah kota Surabaya harus memfasilitasi kepentingan pedagang ini, tetapi

itu tidak banyak berarti apabila tidak didukung oleh individu —individu pejabat

'3 Marso, Wawancara tanggal 1 Juli 2007
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yang mempunyai komitmen tinggi untuk memberdayakan pedagang tersebut.
Justru yang lebih penting bagaimana individu-individu pejabat tersebut cukup
respon terhadap kemauan pedagang agar terjadi interelasi yang tidak semata-
mata mencari keuntungan, dengan memanfaatkan Pedagang Kaki Lima yang
mempunyai posisi lemah.

Demikian pula bagi pedagang yang tidak mau diformalkan pun juga
memakai rasionalitasnya sendiri, seperti keharusan membayar pajak yang
tinggi, harus tertib, dan seterusnya. Sehingga keputusan untuk diformalkan
maupun tidak ikut diformalisasikan sebenarnya merupakan pilihan-pilihan
rasional yang harus disikapi sebagai bagian dari hak asasi yang harus dihargai,
setidaknya dengan memberi kebebasan kepada mereka.

Sebagaimana pernyataan salah seorang pengusaha swalayan (39 tahun)
mengatakan: ‘Kami ingin dari formalisasi ini para pedagang akan dapat
menikmati keuntungan juga, sebagaimana yang kami alami dengan formalisasi
ini kami berharap hubungan antara kami dengan para pedagang akan lebih
akrab dan lebih baik lagi. Kita saling membutuhkan dan saling bergantung satu
sama lain. Sama-sama kita mencari nafka, sama-sama kita ingin mencari
untung. Tarulah selama ini kita dianggap lebih besar karena modal, toh yang
kami tanggung juga besar, kami harus menggaji sekian banyak tenaga kerja
yang menggantungkan hidupnya dari usaha toko ini. Ya pendeknya kita saling
berbaik saja, kita sama-sama cari makan, kita saling melengkapi, lupakan masa

lalu yang mungkin terasa kurang enak”.
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Satu pernyataan yang cukup terbuka, yang terkesan apa adanya, yang
terlontar dengan lancar, mencerminkan bahwa mereka ingin berbagi
kebersamaan didalam berusaha, ingin terjalin interaksi yang saling
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan yang tidak saling mematikan,
bahkan yang diinginkan adalah relasi yang saling kompak dan saling
menguatkan.

Sementara Ibu Susanto (37) pedagang kaki lima yang ada di sekitar salah
satu toko swalayan menuturkan dalam bahasa jawa tentang hubungan mereka
dengan pemilik/pengusaha toko swalayan tersebut sebagai berikut:

“sak dangunipun kulo sadean wonten ing mriki kawontenanipun sae-sae
kemawon, juragane toko niki ramah lan ngremenakan. Paling-ling
naming ngengetaken supados njagi kebersihan. Lingkungan penting
resikan lan mboten ngganggu tiyang-tiyang ingkang badhe mundhur
dhaten toko-kulo manggen woten mriki mboten bayar, naing dipun tarik
karcis retribusi. Ngantos sepriki hubungan kulo kaliyan juragane sae-sae
kemawon, wong kulo mboten nganggu lan mboten neka-neka”'".

(Selama saya berjualan disini keadaannya baik-baik saja, pengusaha toko

ini ramah dan menyenangkan. Paling-paling Cuma mengingkatkan

supaya yang paling penting menjaga kebersihan dan tidak mengganggu
orang-orang yang hendak membeli di toko. Saya menempati tempat ini

tidak membayar hanya ditarik karcis retribusi. Sampai dengan sekarang

' Susanto, Wawancara tanggal 6 Juli 2007
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ini hubungan saya dengan yang punya toko baik-baik saja, orang seperti

saya tidak pernah mengganggu dan tidak macam-macam)

Dari apa yang diaktakan ibu Susanto tadi dapat dilihat bahwa, hubungan
mereka sebagai pedagang kaki lima dengan pemilik atau pengusaha toko
swalayan baik-baik saja, artinya tidak ada konflik diantara keduanya. Bahkan
pengusaha toko swalayan cukup ramah dengan pedagang kaki lima yang ada
disektiranya. Mereka tidak merasa terganggu, sepanjang para pedagang dapat
menjaga kebersihan dan tidak mengganggu pengunjung yang hendak membeli

ke toko.

. Penggusuran PKL Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Dapat
Dibenarkan

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada
terganggunya kelancaran lalu lintas, kebersihan kota serta fungsi prasarana
lingkungan kota. Disisi lain pedagang kaki lima yang merupakan usaha
perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan
perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam
penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga
yang relatif terjangkau.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penataan dan
pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan kota
yang tertib, bersih, sehat, rapih, dan indah maka perlu meninjau dan mengatur
kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah

no. 10 tahun 1987 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang
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Kaki, Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL pada
pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang dilarang melakukan usaha PKL
pada fasilitas umum yang dikuasai oleh kepala daerah tanpa memiliki tanda
daftar usaha yang dikeluarkan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk”.

Dari hasil penelitian antara pedagang kaki lima dengan pengusaha toko
swalayan ini ternyata bersifat komplementer artinya interelasi yang dilakukan
oleh kedua belah pihak adalah saling mengisi, sebagai mana yang terjadi
bahwa pertumbuhan sektor ekonomi informal sangat ditentukan oleh sektor
ekonomi formal. Keberadaan sektor ekonomi informal dilihat sebagai
penunjang dari perkembangan ekonomi informal. Interelasi yang sifatnya
saling menunjang ini dapat saja berlangsung sepanjang terciptanya situasi yang

kondusif dan tidak terjadi konflik antara kedua sektor ekonomi tersebut'®.

' PERDA No. 10 Tahun 1987 Tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan
pedagang kaki lima

' PERDA No. 17 Tahun 2002 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL
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Sedangkan interaksi antara pedagang kaki lima dengan pejabat
pemerintah kota dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara
rakyat dengan penguasa, yang cenderung didominasi oleh penguasa terhadap
pedagang kaki lima. Interaksi yang sifatnya eksploitatif juga berlanjut ketika
para pedagang sudah menempati kios sebagaimana jenis usahanya mereka
harus membayar pajak, sementara penghasilan mereka belum menentu. Pola
interaksi yang sifatnya eksploitatif ini akan terus berlanjut sepanjang pejabat
pemerintah kota hanya berorientasi pada besarnya perolehan atau capaian
pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara posisi para pedagang tetap saja lemah, karena dengan
beralihnya mereka ke kios ternyata banyak diantaranya tidak diimbangi dengan
penambahan jumlah barang dagangan. Dengan kondisi yang seperti ini sudah
tentu formalisasi bukan menciptakan atau mendatangkan keuntungan yang
baru, tetapi tidak lebih hanya sekedar berpindah tempat yang baru. Sementara
penghasilan mereka juga tidak pernah bertambah.

Kalau kondisi seperti ini tidak segera ada perbaikan, bukan saja
interelasi yang sifatnya eksplitatif ini akan dapat mendatangkan masalah baru
yang dapat memicu terjadinya konflik. Usaha-usaha pejabat pemerintah kota
untuk mempermudah para Pedagang Kaki Lima agar mendapatkan pinjaman
kredit perbankan perlu dilakukan, mengingat sebagian besar dari mereka
memang kesulitan untuk mendapatkan akses ini, pada hal tujuan pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

secara materi dan spirituall berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
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1945 dalam wadah kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,
bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang
aman tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat tertib dan damai'’.

Pembangun nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup
seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan
suasana yang menunjang, kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling
menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan
tersebut telah dilaksanakan pembangunan disegala bidang dengan dititik
beratkan pada pembangunan dibidang ekonomi. Seiring dengan itu, maka
kualitas sumber daya manusia diharapkan tetap bertumpu pada aspek
pemerintah, pertumbuhan dan stabilitas.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama pembangunan jangka
panjang pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah
menumbuhkembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan juga
koperasi.

Usaha kecil yang merupakan bagian dari dunia usaha nasional
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting serta strategis

dan dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan

'7 Undang-Undang Dasar 1945
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tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan
kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan
pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta dapat berperan dalam
proses pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, juga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional pada
umumnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat
mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian
nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih
menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang bersifat eksternal dan
internal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,
sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung
bagi perkembangannya.

Dalam pasal 13 huruf a undang — undang no. 9 tahun 1995 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha dalam aspek
perlindungan mencakup aspek peruntukan tempat usaha antara lain:

Ayat 1 :  Lokasi di pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasar tradisional atau
lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi usaha
kecil, pembangunan lokasi pasar bagi usaha menengah atau usaha
besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah

diperuntukkan bagi usaha kecil.
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Ayat2 : Ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi pengusaha
kecil dalam pusat perbelanjaan
Ayat3 : Lokasi sentral industri kecil, yaitu pengadaan lahan khusus bagi
usaha kecil atau pengadaan sebagai lahan kawasan industri yang
dibangun oleh pemerintah atau oleh usaha menengah atau usaha
besar (undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil)'®
Yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang
menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun
temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya kegiatan ekonomi rakyat yang
berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.
Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya
dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila
dan undang-undang dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang

berdasarkan pada asas kekeluargaan.

'8 Undang-Undang No. 9 tahun 1985 Tentang Usaha Kecil .
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G. Penanggulangan PKL yang digusur

Penelaahan hukum dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan aktifitas yang
belum lama dilakukan menurut Alam Hunt dalam bukunya “ The Sosiologi
movment in Law” menyatakan bahwa kegiatan penelaahan secara sosiologis
terhadap hukum dapat dikenali sebagai kecenderungan intelektual yang muncul
pada akhir abad ke 19 dan dapat diikuti sampai pada abad sekarang. o

Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada diluar
individu dan yang memiliki daya paksa atas dirinya yang merupakan endapan dari
cara-cara berfikir dan bertindak®

Dalam mengsukseskan Perda No. 17 Tahun 2003 tentang penataan dan
pemberdayaan PKL ini, maka Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting
bukan saja menuntut haknya atas retribusi yang ada namun menjalankan pasal 8
dari Perda tersebut dalam hal pemberdayaan untuk pengembangan usaha PKL.
Dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah melakukan pengawasan-pengawasan
yang dilakukan oleh Pemkot atau Dinas Pamong Praja yang mempunyai tugas
untuk mengerjakan peraturan yang ada dan berwenang atas pelaksanaan
penertiban atas pelanggaran peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, maka akan dilakukan sanksi
administrasi serta memberikan peringatan-peringatan atau bahkan membokar

sarana usaha PKL.

' Alam Hunt “ The Sociologi Movement in Law”, Tample University Press, Filipin 1978 hal. 1
% Doyle P. Johnsen “ Teori Sosiologi Klasik dan Modern di Indonesiakan oleh Robet.M.Z Lawang
Jilid 1 PT. Gramedia Jakarta 1986. hal. 117
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Oleh karenanya semakin terjalin sebuah sistem yang jalas, maka akan semakin
dekat pada partisipasi penuh yang pada gilirannya akan semakin besar pula

kesempatan terjadinya interelasi, kolaboratif dari berbagai pihak.



